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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa,
atas berkat dan karunia serta petunjuk dan hidayahNYA sehingga Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021 dapat diselesaikan.

LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2020 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian
tujuan dan sasaran strategis Tahun Anggaran 2020. Penyusunan LKIP ini
mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantatif,
merupakan wujud akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju
Good Governance, sebagai pengendali dan pemacu peningkatan kinerja unit
kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan
Utara, serta sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kepada
masyarakat.

Penyusunan LKIP merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang sekaligus
sebagai sarana untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
Disadari LKIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini
masih jauh dari sempurna, untuk itu sangat diharapkan dapat memberikan
masukan dan gambaran dari berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau
kegagalan pencapaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Kalimantan Utara. Beberapa permasalahan nampak masih perlu mendapat
perhatian serius serta diperlukan dukungan dari semua pihak agar pencapaian
tujuan khusus untuk mewujudkan kualitas Pemilihan Umum dapat ditingkatkan
dan Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan tepat waktu, berjalan secara
langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER), jujur dan adil (JURDIL) serta
demokratis.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan

kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020.

Tanjung Selor, Januari 2021

Ketua,

Suryani, S.E.,M.Pd
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik
ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk
menciptakan pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan
rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang
diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemilu yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat
sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan
kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum
demi terwujudnya cita-cita Bangsa Indonesia melalui pemerintahan yang
demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan
melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar
mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari
pengaruh berbagai pihak, maka diperlukan lembaga yang berperan untuk
mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan
perundangundangan. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu
yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan
pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan
Bawaslu diatur dalam Undang-undang tersebut.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan,
melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada
instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja Bawasu Kalimantan Utara selama tahun

anggaran 2020. Capaian kinerja (performance result) tahun 2020 tersebut




B.

diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2020
sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja
Bawaslu selama 1 tahun.

MANDAT

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sebagai salah satu lembaga
penyelenggara pemilu dibentuk berdasarkan perintah Undang - Undang no 22
Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya, bernama
Pengawas Pemilu merupakan lembaga adhoc yaitu Panitia Pengawas Pemilu
atau Panwaslu. Tahun 1982 Undang-Undang memerintahkan pembentukan
Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu atau Panwaslak Pemilu, yang melekat
pada Lembaga Pemilihan Umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu
dilepaskan dari struktur Komisi Pemilian Umum atau KPU. Kewenangan
utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu,
menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran
administrasi, pidana Pemilu dan kode etik.

Kalimantan Utara (disingkat Kaltara) adalah sebuah provinsi di Indonesia
yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan
langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara Bagian Sabah dan
Sarawak. Pusat pemerintahan Kalimantan Utara saat ini berada di kecamatan
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Saat ini Kalimantan Utara merupakan
provinsi termuda Indonesia yang resmi disahkan menjadi provinsi dalam rapat
paripurna DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang
Nomor 20 Tahun 2012. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah
otonomi baru yang terdiri atas satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk
Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013. Bersama dengan penetapan itu,
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik kepala daerah
masing-masing, termasuk penjabat Gubernur Kalimantan Utara yakni Dr.

Irianto Lambrie, dan untuk tahun 2020 telah dilaksanakan pemilihan kepala

daerah untuk periode selanjutnya.




C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari

Bawaslu:
1. KEDUDUKAN

2.

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu

Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara

Pemilu yang bersifat tetap.

TUGAS

Pada tugas Bawaslu Provinsi tercantum pasal 97 dan pasal 98

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan h :

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:

1) pelanggaran Pemilu; dan

2) sengketa proses Pemilu;

b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah provinsi, yang terdiri atas:

1.
2.

N oo o A

10.

11.

12.

pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara
dan daftar pemilih tetap;

pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan anggota DPRD provinsi;

penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;

pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilu;

penghitungan suara di wilayah kerjanya;

pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan
sertifikat basil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh
KPU Provinsi;

pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu
lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;

mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;

mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam




Pada

kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah. provinsi, yang

terdiri atas:

1. putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;

3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas
semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan

penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan;

mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah provinsi;

mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan

melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

pasal 98 , antara lain menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi :

(1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan

sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a,

Bawaslu Provinsi bertugas:

a.

mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;

mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan
mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah

daerah terkait; dan

. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di

wilayah provinsi.

(2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana

di

a.

maksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:
menyampaikan hasil pengawasan di wilayah provinsi kepada

Bawaslu atas dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu di wilayah provinsi;




b. menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah provinsi;

c. memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah
provinsi;

d. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi
Pemilu; dan

e. merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran
Pemilu di wilayah provinsi kepada Bawaslu.

(3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas:

a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di
wilayah provinsi;

b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa
proses Pemilu di wilayah provinsi;

c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah provinsi;

d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah
provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses
Pemilu; dan

e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

WEWENANG

Wewenang Bawaslu dapat dijelaskan Pada pasal 99 dijelaskan

wewenang Bawaslu Provinsi, yaitu:

a.

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan
pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan yang
mengatur mengenai Pemilu;

memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta
merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada
pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;

menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus
penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap
pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam
kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu

Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila




Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi
atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang
berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran
Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;

g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu  Kabupaten/Kota  setelah
mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

4. KEWAJIBAN
Pasal 100 Undang-undang nomor 7 menjelaskan mengenai Kewajiban

Bawaslu Provinsi yaitu:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya,

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai
dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan
kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang
mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di
tingkat provinsi;

e. mengawasi pemutalhiran dan pemeliharaan data pemilih secara
berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan
data  kependudukan  sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.




5. STRUKTUR ORGANISASI

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara memiliki Struktur Organisasi sesuai
dengan Peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan.

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 serta
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,
dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, nantinya
lembaga badan pengawas Pemilihan Umum akan mengalami
pengembangan organisasi. Usulan perubahan struktur organisasi dan tata
kerja (SOTK) Bawaslu nantinya sesuai dengan amanat Undang-Undang
Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin
oleh seorang Kepala Sekretariat setara Eselon Il

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu Kalimantan Utara
Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara berjumlah 5 (lima) orang
terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang
anggota lainnya. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dipilih dari dan
oleh anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.
Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara adalah 5
(lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan
Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Selain itu, setiap anggota Bawaslu

Provinsi Kalimantan Utara membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut

adalah Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara periode 2018 - 2023
dan periode 2020 - 2025.




b. Kepala Sekretariat
Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dipimpin oleh Kepala
Sekretariat, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif

dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

STRUKTUR ORGANISASI BAWASLU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020

| Pleno |
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NAMA-NAMA ANGGOTA DAN KEPALA SEKRETARIAT
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Suryani, S.E.,M.Pd

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Fadliansyah, S.H.,M.H

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator Divisi H2DI

Sulaiman, S.H.,L.LM

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa

Arif Rochman, S.E.,M.M

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator Divisi SDM dan Organisasi

Rustam Akif, S.Pd.,S.H.,M.Pd

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Koordinator Divisi Pengawasan

Dr. H. Saiful Bahri, M.M

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara
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Struktur organisasi Sekretariat Bawaslu Provinsi terdiri dari Kepala
Sekretariat dibantu oleh :
. Kepala Bagian Administrasi.
. Kepala Bagian Pengawasan dan Humas.
. Kepala Bagian penanganan Pelanggaran dan Sengketa.
. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keangan, dan Barang Milik Negara.

1
2
3
4
5. Kepala Sub Bagian SDM dan Umum.
6. Kepala Sub Bagian Pengawasan.

7. Kepala Sub Bagian Humas dan Hubal.

8. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran.
9

.Kepala Sub Bagian Penyelesaian Sengketa.

TANTANGAN DAN ISU BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tahun 2020 Bawaslu Provinsi Kalimatan Utara menyelenggaran
pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Serta Bawaslu
Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati. Jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam Penyelenggaraan
Pemilu Tahun 2020 terdiri dari :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

2. 5 Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. 55 Panwaslu Kecamatan

4. 479 Pengawas Desa/Kelurahan.
Adapun Kelima Bawaslu Kabupaten/Kota tersebut :

JUMLAH JUMLAH
NO BAWASLU KAB/KOTA ANGGOTA KECAMATAN PANWASCAM PPDK
1 | KABUPATEN NUNUKAN 3 21 63 240
2 | KABUPATEN MALINAU 5 15 45 109
3 | KABUPATEN BULUNGAN 3 10 30 81
4 | KABUPATEN TANA TIDUNG 3 5 15 32
5 | KOTA TARAKAN 3 4 12 20

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum
menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan
kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pemilihan Umum
2020 yaitu antara lain:

1. Peluang adanya Pilkada serentak bagi penyelenggara pemilu adalah

efisiensi biaya pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, Bawaslu Provinsi

Kalimantan Utara sebagai penyelenggara Pilkada bertugas mengawasi




pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 agar sesuai dengan asas langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pelaksanaan peran dan
fungsi tersebut tentunya terkait banyak aspek teknis Pilkada dan
manajemen Pilkada yang harus dilakukan.

2. Sistem Pilkada Serentak yang berbeda membutuhkan pengaturan dan
persiapan serta manajemen Pilkada yang berbeda. Tantangannya
adalah perubahan sistem dimana terdapat perubahan regulasi yang
harus di jalanin dalam setiap tahapan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada
serentak membutuhkan kapabilitas dan profesionalitas penyelenggara
pemilu yang baik.

3. Kapabitas penyelenggara pemilu ini sangat penting untuk suksesnya
Pilkada serentak, sosialisasi kepada pemilih serta masyarakat sebagai
pilar pengawasan partisipatif harus dilaksanakan secara lebih luas baik
dari segi kualitas maupun kuantitasnya agar tetap tercipta pemilu yang
berkualitas pula.

4. Selain itu, tantangan terbesar di setiap Pilkada Indonesia adalah untuk

mewujudkan harapan ideal terhadap Pemilu yaitu berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.




BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada
Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen
perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
(Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu
(Renstra Bawaslu) 2020 — 2024 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 — 2024 yang merupakan bagian yang
tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN).

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN)N 2020 — 2024 keterkaitan dengan Rencana Strategis Bawaslu
2020 — 2024 dimana pencapaian visi dan misi Bawaslu dapat dijadikan salah satu
indikator keberhasilan RPJMN 2020-2024.

Secara garis besar ada 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu yang akan
dilaksanakan pada periode 2020-2024, yakni:

1. Penguatan Fungsi Pengawasan, Penindakan, dan Penyelesaian Sengketa

Proses Pemilu, melalui:

a. Peningkatan efektivitas sistem pengawasan, penindakan, dan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;

b. Peningkatan kapasitas penyelenggara dan sekretariat dalam
pengawasan Pemilu, penindakan, serta penyelesaian sengketa proses
Pemilu;

c. Peningkatan kualitas pelayanan dalam menjalankan fungsi pengawasan,
penindakan, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;

d. Peningkatan kualitas regulasi pengawasan, penindakan dan
penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terintegrasi;

e. Pembangunan jaringan infrastruktur persidangan yang modern dan
terintegrasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu;

f. Pembangunan pusat penelitian dan pendidikan tentang partisipasi
publik,pengawasan, penegakan hukum dan penyelesaian sengketa
proses Pemilu (Diseminasi best practice Pemilu ke kalangan dunia
internasional);

g. Peningkatan sistem informasi, kualitas data dan informasi terkait kinerja

kelembagaan pengawasan, penindakan dan penyelesaian sengketa




h.

proses Pemilu; dan
Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga, dan atau para
pemangku kepentingan Pemilu.

2. Peningkatan dukungan manajemen, serta dukungan struktur kelembagaan

Pengawas Pemilu, melalui:

a.

Peningkatan dukungan manajemen Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota; dan

Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan kontinyu dalam
rangka peningkatan kinerja organisasi dan pegawai.

A. RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

Rencana Strategis Bawaslu tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 — 2024. Rencana

Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 yang

selanjutnya disebut Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah

dokumen perencanaan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk periode 5

(lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan

penjabaran dari rencana.

Renstra Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 berupa

Dokumen perencanaan yang memuat:

a.
b.

visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan;
dan

c. target kinerja, data dan informasi kinerja, dan

d. kerangka pendanaan, disusun berpedoman pada rencana pembangunan

jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

B. VISI DAN MISI

a. Visi

‘Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”
Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen
bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh
banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi

aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan

Pemilu yang demokratis dan berintegritas.




Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan
pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur
masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu
dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta
diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan
Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang
menjadi lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat
Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata tepercaya adalah
Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan
penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral,
transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan
prinsip  umum  penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga
menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

. Misi

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang
inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;

2. Meningkatkan kualitas penindakanpelanggaran dan penyelesaian
sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja
pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu
terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta
aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu,
melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis
teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik
dan bersih.

Kelima Misi Bawaslu tersebut, yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan Bawaslu, dimaksudkan untuk mencapai Visi Bawaslu:
“‘Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.” Hal itu juga
menegaskan bahwa Bawaslu bertanggung jawab menghasilkan Pemilu
Presiden-Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan
kepala daerah: Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan
Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang demokratis, berintegritas, dan

berkualitas: transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sebagaimana




tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang.

Agar pengawasan Pemilu dapat dilaksanakan sesuai undang-undang
pemilu, maka diperlukan peningkatan kualitas pencegahan dan
pengawasan pemilu serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan
partisipatif. Misi pertama ini sangat penting dan strategis, untuk itu Bawaslu
mengembangkan suatu pola dan metode pengawasan dalam rangka
pencegahan pelanggaran yang efektif, dengan bertopang pada
pengembangan manajemen risiko Pemilu (electoral risk management) yang
didasarkan pada Indeks Kerawanan Pemilu. Pendekatan ini akan ditunjang
oleh penerapan sistem koordinasi dan supervisi yang dilakukan oleh
Bawaslu kepada stakeholder Pemilu yang dinilai rawan melakukan
pelanggaran dengan cara menciptakan zona integritas Pemilu, sebagai
sarana untuk mengembangkan sistem deteksi dini pelanggaran Pemilu di
lingkungan stakeholder Pemilu.

Bawaslu juga menyadari bahwa dukungan seluruh elemen, terutama
masyarakat umum dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat
dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan
prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya
bertopang pada kepatuhan prosedural semata, namun juga pada nilai-nilai
substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan
masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu.

Dalam mewujudkan misi ini, fungsi dan peran Bawaslu dalam
memfasilitasi dan memberdayakan komunitas pemantau pemilu dan
sekaligus mengupayakan ketahanan (endurance) mereka menjadi agenda
penting yang perlu dilakukan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.
Sejalan dengan upaya peningkatan pengawasan partisipatif, Bawaslu
hendak membangun pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi
pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri. Pengalaman dalam
pengawasan Pemilu, penegakan hukum, maupun penyelesaian sengketa
pemilu yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan

dan hasil Pemilu dapat dikelola menjadi sebuah sistem pengetahuan yang

dapat secara terus-menerus diperbarui. Sistem pengetahuan ini akan dapat




memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan Pemilu, peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengawasan Pemilu,
maupun dalam mendiseminasikan praktik terbaik (best practices) baik
pengawasan Pemilu di dunia internasional.

Oleh karenanya, dalam rangka mewujudkan misi ini, maka Bawaslu
perlu memperkuat kapasitas penelitian di bidang pengawasan pemilu dan
demokrasi elektoral, serta pembangunan perpustakaan. Sejalan dengan
misi pertama tersebut, maka pada misi kedua terkait peningkatan kualitas
penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu menjadi sangat penting
untuk diwujudkan. Ketegasan Bawaslu dalam menindak pelanggaran
Pemilu diperlukan dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu
sehingga dapat meminimalisir potensi pelanggaran yang akan terjadi,
selain itu kemampuan dalam berdiplomasi dan bermusyawarah untuk
menyelesaikan juga menjadi poin penting untuk memastikan semua pihak
mendapatkan haknya ketika melaporkan sengketa.

Dalam rangka mewujudkan kelima misi Bawaslu, pada misi ketiga
diperlukan dukungan kerangka hukum teknis pengawasan yang bersifat
progresif, melalui proses pembuatan peraturan secara cermat dan
partisipatif. Dukungan kerangka hukum untuk memastikan adanya
legitimasi yuridis yang kokoh bagi setiap kebijakan dan program yang
dijalankan oleh Bawaslu. Sejalan dengan prinsip negara hukum yang
diterapkan di Indonesia. Kerangka hukum perlu dikelola secara
terintegrasi, baik dari sisi proses penyusunan/pembuatan (legal drafting)
untuk dapat menciptakan produk hukum yang harmonis dan tidak
tumpang-tindih, maupun dari sisi produk hukumnya dimana daftar
peraturan perundang-undangan di Bawaslu dikelola menggunakan sistem
teknologi informasi.

Dalam rangka menciptakan sistem hukum pemilu yang efektif tersebut,
kebutuhan untuk membentuk sistem peradilan khusus pemilu sebagaimana
dimandatkan dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota perlu segera direalisasikan. Bawaslu selaku salah satu pelaku
dalam sistem penegakan hukum pemilu akan berperan aktif dalam proses
ini melalui penyusunan kajian dan rekomendasi serta mempelopori
beberapa kegiatan yang bersifat insiatif untuk mengakselerasi proses ini.
Pengawasan Pemilu merupakan sebuah kerja besar yang perlu didukung

dengan suatu sistem kontrol dan manajemen, serta teknologi yang berskala

luas, terstruktur, sistematis, dan integratif. Atas dasar itu, maka Bawaslu




perlu menetapkan misi keempatnya, yaitu memperkuat sistem teknologi
informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta
penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan
aksesibel. Kebutuhan ini tidak dapat dielakkan mengingat bahwa
kewenangan dan tugas Bawaslu dalam penindakan dan penyelesaian
sengkata ini semakin diperkuat, terutama dalam penanganan pelanggaran
administrasi dan penyelesaian sengketa pemilu.

Misi ini penting untuk mengetahui kinerja pengawasan Pemilu
mengalami peningkatan yang indikatornya adalah cepat, akurat, dan
transparan. Misi keempat ini juga diarahkan untuk memperkuat kinerja
pengelolaan informasi dan data secara berkualitas, dan mudah diakses.
Besar dan banyaknya data hasil pengawasan yang dimiliki Bawaslu
memerlukan system pengelolaan yang baik, terintegrasi, saling terkoneksi
antar bagian, dan juga pada level tertentu dapat secara mudah diakses
oleh masyarakat. Karena itu pada misi ini Bawaslu menekankan pada
upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data dan diseminasi informasi
yang transparan dan mudah diakses.

Guna menopang keempat misi tersebut di atas, maka dalam misi
kelima, Bawaslu akan mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM
pengawas serta aparatur (PNS dan nonPNS) di seluruh jenjang
kelembagaan pengawas pemilu terutama di tingkat Kabupaten/Kota melalui
penerapan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan
prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih. Percepatan pembentukan
kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat
permanen sebagaimana dimandatkan dalam UndangUndang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat penting untuk segera
direalisasikan, seiring dengan proses pengisian jabatan berdasarkan
ketentuan tentang struktur organisasi dan tata kerja Bawaslu yang baru.

Hal ini juga perlu ditunjang dengan pembangunan dan pengelolaan
system peningkatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu, baik komisioner
pengawas pemilu maupun pegawai sekretariat Bawaslu baik dari unsur
PNS maupun non-PNS. Upaya untuk memperkuat integritas pengawas
Pemilu juga menjadi perhatian yang besar, mengingat terjadinya
peningkatan trend pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di jajaran
pengawas Pemilu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Fenomena ini

memerlukan penanganan yang serius oleh Bawaslu, mengingat posisi dan

peran Bawaslu sebagai pengawas Pemilu sangat memerlukan legitimasi




politik yang kuat dari semua pihak, yang akan sangat dipengaruhi oleh
kemampuan lembaga dalam menjaga marwah organisasi dan seluruh
aparaturnya. Peningkatan integritas pengawas Pemilu ini harus ditempuh
melalui penguatan fungsi pembinaan dan pengendalian internal, terutama
dengan memperkuat kapasitas pembinaan Bawaslu Kabupaten/Kota
kepada jajaran pengawas pemilu ad-hoc.

Penguatan integritas pengawas pemilu ini menjadi salah satu agenda
penting yang hendak diwujudkan oleh Bawaslu. Kelima misi ini juga
mencakup upaya memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian
internal yang kuat,guna mencegah terjadinya maladministrasi,
mismanagement serta abuse of power yang dapat melahirkan praktek

korupsi, kolusi dan nepotisme

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. Tujuan
Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan

dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu,

maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan
pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan
pemilu partisipatif;

b. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan
pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;

c. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum
yang berkualitas;

d. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang
terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

e. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara
professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik,

bersih dan modern.

2. Sasaran Strategis

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode
2020-2024 adalah:
a. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan

pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam

pengawasan pemilu partisipatif;




b. Meningkatnyakualitaspenindakanpelanggaranpemiludanpenyelesaia
n sengketa proses pemilu;

c. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum
yang berkualitas;

d. Terbangunnyasistemteknologiinformasiyangterintegrasi,efekiif,
transparan dan aksesibel,

e. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang
professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik,
bersih dan modern.

D. RENCANA KERJA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN 2020
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan
Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan
terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian
program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan
dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Perfomance
Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan
fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya
organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Demi tercapainnya target atau
sasaran yang akan dicapai di Tahun 2020 ini, maka Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara sudah merencanakan beberapa target baik dalam
bentuk kegiatan maupun laporan dalam terwujudnya atau tercapainya
target kerja di Tahun 2020 dalam hal ini target kerja yang sudah

disepakati dalam bentuk perjanjian kinerja Tahun 2020 dengan beberapa

komponen input yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Kalimantan
Utara Tahun 2020 :




Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

. Persentase penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi

dan Bawaslu Kabupaten/ Kota

Kegiatan :
1) Melakukan rapat pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan
supervisi pengawasan Pemilu/Pemilihan
2) Melakukan rapat koordinasi pengawasan tahapan
Pemilu/Pemilihan
3) Supervisi dan monitoring pengawasan ke Kabupaten/Kota Pilkada
4) Supervisi dan monitoring pengawasan bagi Kabupaten

. Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan

regulasi

Kegiatan :

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

SKPP Bawaslu Provinsi Kaltara

Rakernis penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
pemilu

Rapat koordinasi penanganan pelanggaran Administrasi TSM
(Terstruktur Sistematis dan Masif)

Rakor Sentra Gakkumdu

Rakernis penanganan temuan dan laporan dugaan pelanggaran
Pemilu

Rapat koordinasi penanganan pelanggaran dengan kecamatan di
kabupaten Bulungan

Rapat koordinasi penanganan pelanggaran dengan kecamatan di
kabupaten Malinau

Pelatihan penyidikan dan penyidikan serta penuntutan Sentra
Gakkumdu

Pelatihan Aplikasi SIGARU

10) Rapat kerja evaluasi penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019

11) Melakukan rakor/bimtek/workshop penyelesaian sengketa

Pemilihan

12) Melakukan supervisi dan monitoring penyelesaian sengketa ke

kabupaten/kota Pilkada

13) Analisis hukum terhadap perpu no 2 Tahun 2020

14) Seminar tantangan penyelenggaraan Pemilihan Serentak lanjutan

pasca terbitnya perpi nomor 2 Tahun 2020




15) Analisis rancangan UU (RUU) tentang Pemilihan Umum
16) Rapat biasa Bersama Bawaslu Kabupaten/Kota
17) Sekolah daring kehumasan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se
Kaltara
18) Sosialisasi Produk Hukum
19) Bimtek penyusunan PHP bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se Kaltara
20) Pelatihan pembuatan putusan penyelesaian sengketa
3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya
Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/ Kota
Kegiatan :
1) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2) Rapat Pembahasan dan Penyusunan Anggaran
3) Melakukan revisi anggaran sesuai kebutuhan organisasi
4) Supervisi dan monitoring laporan keuangan di Bawaslu
Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara
5) Penyusunan Laporan Keuangan
4. Persentase penyelenggaraan penga wasan Pemilu serta pengelolaan
dukungan administrasi dan opera sional panwaslu kecamatan, pengawas
desa/kelurahan, penga was TPS dan pengawas luar negeri
Kegiatan :
1) Pembayaran gaji panwaslu kecamatan, pengawas desa/kelurahan,
pengawas TPS
5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan
Kegiatan :
1) Inventarisasi Barang Milik Negara
6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja
Kegiatan :

1) Melakukan penyusunan dan pembayaran gaji pegawai serta

operasional kantor




E. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI

TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari

KALIMANTAN

UTARA

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,

atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi

Kalimantan Utara mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu RI.

Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

No | Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target
1 | Meningkatkan Kualitas | Persentase penyelenggaraan
Penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu 100%
Pengawasan Pemilu | Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/
Oleh Bawaslu Provinsi | Kota
dan Lembaga Pengawas | Persentase teknis pengawasan atas
Pemilu Ad-Hoc penyelenggaraan Pemilu oleh
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota yang disesuaikan 100%
dengan regulasi
Kegiatan : Anggaran :
1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Rp. 19.491.148.000,

Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Tahun 2020
No | Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target
1 | Meningkatkan Kualitas | Persentase penyelesaian pelayanan
Penyelenggaraan administrasi dan tugas teknis lainnya 100%
Pengawasan Pemilu | Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/
Oleh Bawaslu Provinsi | Kota
dan Lembaga Penga | Persentase penyelenggaraan penga
was Pemilu Ad-Hoc wasan Pemilu serta pengelolaan
dukungan administrasi dan opera
sional panwaslu kecamatan, 100%
pengawas desa/kelurahan, penga was
TPS dan pengawas luar negeri
Persentase pengadaan sarana dan
prasarana sesuai kebutuhan 100%
Persentase penyelesaian pelayanan
dukungan operasional kerja 100%
Kegiatan : Anggaran :
2. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Rp. 19.491.148.000,




BAB llI
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
diukur berdasarkan sasaran strategis dari perjanjian kinerja tersebut berupa
kegiatan — kegiatan yang sudah direncakanan untuk menunjang tercapainya

target dari sasaran strategis yang sudah di tentukan

1. Persentase penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi
dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Dalam sejarah pelaksanaan
pemilu di Indonesia, istilah
pengawasan pemilu sebenarnya
baru muncul pada era 1980-an.
Pada pelaksanaan Pemilu yang
pertama kali dilaksanakan di

Indonesia pada 1955 belum [
dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun trust di
seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang
dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut
sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan
ideologi pada saat itu cukup kuat,
tetapi dapat dikatakan sangat
minim terjadi kecurangan dalam
pelaksanaan tahapan, kalaupun

ada gesekan terjadi di luar wilayah

pelaksanaan Pemilu. Gesekan
yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu.
Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan
Pemilu di Indonesia yang paling ideal. Kelembagaan Pengawas Pemilu baru
muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul
distrust terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan
rezim penguasa.

Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh




protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan
suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena
pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih
masif. Protes-protes ini lantas di respon pemerintah dan DPR yang didominasi
Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang
yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu
baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini
dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga adhoc
terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia
Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan
Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas
Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang
dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melakukan
beberapa kegiatan demi menunjangnya peningkatan  persentase
penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota. Adapun kegiatan tersebut direncanakan dalam bentuk 4
kegiatan berupa :

1. Melakukan rapat pembinaan/penyelenggaraan pengawasan dan supervisi
pengawas Pemilu/Pemilihan

2. Melakukan rapat koordinasi pengawasantahapan Pemilu/Pemilihan,

3. Supervisi dan monitoring pengawasan ke Kabupaten/Kota yang ada di
wilayah Provinsi Kalimantan Utara

4. Supervisi dan monitoring pengawasan bagi Kabupaten/Kota.

Dari beberapa kegiatan tersebut dapat di ukur persentase pelaksanaan
dari indikator peningkatan persentase penyelenggaraan pengawas Pemilu
oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan membandingkan
kegiatan yang telah terlaksana dibagi dengan jumlah kegiatan yang telah
direncanakan sebelumnya.

Adapun data penyajian perhitungan peningkatan persentase

penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota sebagai berikut :




: Target Laporan Realisasi Laporan
No Kegiatan %
2020 2019 2020 2019
Melakukan rapat
pembinaan/penyelenggaraan ) ) ) )
pengawasan
Pemilu/Pemilihan
Melakukan rapat koordinasi ) ) ) )
2 | pengawasan tahapan 6 Kegiatan | 5 Kegiatan | 6 Kegiatan | 5 Kegiatan 100
Pemilu/Pemilihan
Supervisi dan monitoring ) ) ) i
3 | pengawasan ke 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
Kabupaten/Kota Pilkada
4 | Supervisi dan monitoring 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
pengawasan bagi Kabupaten
5 | Sosialisasi Pengawasan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
Partisipatif ke Sekolah
Persentase Realisasi : NEGEE Terlgksana X 100%
Jumlah Kegiatan
Persentase Realisasi : 9 Keg!atan x 100% =100%
9 Kegiatan
Dari gambaran di atas dapat dikatakan untuk indikator peningkatan
persentase penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota dapat tercapain, walaupun dalam pelaksanaannya
ada beberapa pengunduran baik waktu maupun tempat pelaksanaannya
dikarenakan adanya wabah covid — 19 yang telah terjadi di seluruh wilayah
Republik Indonesia
2. Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh
Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan
dengan regulasi.

Adapun data penyajian perhitungan peningkatan persentase teknis
pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan
Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi sebagai berikut :

: Target Laporan Realisasi Laporan
No Kegiatan %
2020 2019 2020 2019
1 | SKPP Bawaslu Provinsi 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 100
Kaltara
Rakernis penanganan ) ) i i
2 | temuan dan laporan dugaan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
pelanggaran pemilu
Rapat koordinasi
3 | penanganan pelanggaran 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
Administrasi TSM (Terstruktur
Sistematis dan Masif)
4 | Rakor Sentra Gakkumdu 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100




Rakernis penanganan
temuan dan laporan dugaan
pelanggaran Pemilu

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Rapat koordinasi
penanganan pelanggaran
dengan kecamatan di
kabupaten bulungan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Rapat koordinasi
penanganan pelanggaran
dengan kecamatan di
kabupaten malinau

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Pelatihan penyidikan dan
penyidikan serta penuntutan
Sentra Gakkumdu

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

Pelatihan Aplikasi SIGARU

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

10

Rapat kerja evaluasi
penanganan pelanggaran
pemilu tahun 2019

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

11

Melakukan
rakor/bimtek/workshop
penyelesaian sengketa
Pemilihan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

12

Melakukan supervisi dan
monitoring penyelesaian
sengketa ke kabupaten/kota
Pilkada

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

13

Analisis hukum terhadap
perpu no 2 Tahun 2020

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

14

Seminar tantangan
penyelenggaraan Pemilihan
Serentak lanjutan pasca
terbitnya perpi nomor 2
Tahun 2020

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

15

Analisis rancangan UU (RUU)
tentang Pemilihan Umum

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

16

Rapat biasa Bersama
Bawaslu Kabupaten/Kota

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

17

Sekolah daring kehumasan
bagi Bawaslu
Kabupaten/Kota se Kaltara

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

18

Sosialisasi Produk Hukum

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

19

Bimtek penyusunan PHP bagi
Bawaslu Kabupaten/Kota se
Kaltara

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

20

Pelatihan pembuatan
putusan penyelesaian
sengketa

1 Kegiatan

1 Kegiatan

100

21

Pembinaan Sentra
Gakkumdu

1 Kegiatan

1 Kegiatan

22

Bimbingan Teknis
Kehumasan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Kegiatan Terlaksana
Jumlah Kegiatan

Persentase Realisasi : X 100%

20 Kegiatan

x 100%
20 Kegiatan >

Persentase Realisasi : = 100%




Dari pelaksanaan kegiatan yang telah disusun untuk mendukung

teknisnya

lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

peningkatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
sebanyak 20 kegiatan dapat dikatakan bahwan untuk target dapat dikatakan
terlaksanakan, walaupun ada beberapa hambatan baik pelaksanaan dan

Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis

: Target Laporan Realisasi Laporan
No Kegiatan %
2020 2019 2020 2019
Pembinaan dan Peningkatan ) ) ) i
1 | Kapasitas Sumber Daya 3 Kegiatan | 4 Kegiatan | 3 Kegiatan | 4 Kegiatan 100
Manusia
2 | Rapat Pembahasan dan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
Penyusunan Anggaran
3 | Melakukan revisi anggaran 1 Kegiatan - 1 Kegiatan - 100
sesuai kebutuhan organisasi
Supervisi dan monitoring
4 | laporan keuangan di Bawaslu | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
Kabupaten/Kota se Provinsi
Kalimantan Utara
5 | Penyusunan Laporan 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan 100
Keuangan
6 | Pembinaan  ketatausahaan - 1 Kegiatan - 1 Kegiatan -
dan kearsipan
Persentase Realisasi : Kegiatan Terlt.alksana x 100%
Jumlah Kegiatan
Persentase Realisasi : ! Keg!atan X 100% =100%
7 Kegiatan

Dari pelaksanaan kegiatan yang telah disusun untuk mendukung

Kalimantan Utara dapat terealisasi 100%

peningkatan penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi




4. Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu serta pengelolaan
dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan,
pengawas desa/kelurahan, pengawas TPS dan pengawas luar negeri.

: Target Laporan Realisasi Laporan
No Kegiatan %
2020 2019 2020 2019
1 | Pembayaran gaji panwaslu
kecamatan, pengawas 6 Laporan | 3 Laporan | 6 Laporan | 3 Laporan 100
desa/kelurahan, pengawas
TPS

Laporan Terlaksana

Persentase Realisasi : x 100%
Jumlah Laporan
Persentase Realisasi : ) PO X 100% = 100%
6 Laporan

Untuk dukungan terhadap administrasi dan operasional Panwaslu
Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar
Negeri dalam hal ini pembayaran gaji, operasional serta penunjang
terlaksananya pengawasan di tataran pengawas dapat terlaksana dengan
terealisasinya berupa 6 buah laporan mengenai pembayaran serta dukungan

lainnya dan dapat dikatakan realisasi sebesar 100%

5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.

: Target Laporan Realisasi Laporan
No Kegiatan %
2020 2019 2020 2019
1 :\rlwentarisasi Barang Milik | 6 | aporan | 1 Laporan | 6 Laporan | 1 Laporan 100
egara

Laporan Terlaksana

Persentase Realisasi : x 100%
Jumlah Laporan
Persentase Realisasi : & PO x 100% = 100%
6 Laporan

Untuk persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan,
kegiatannya berupa inventarisasi barang milik negara, dengan melakukan
pendataan, serta pelaporan barang yang digunakan oleh Bawaslu Provinsi

maupun Bawaslu Kabupaten/Kota berupa laporan catatan baik barang yang

bersifat baik, rusak ringan serta rusak berat




6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja

: Target Laporan Realisasi Laporan
No Kegiatan %
2020 2019 2020 2019
1 | Melakukan penyusunan
dan pembayaran gaji 6 Laporan | 1 Laporan | 6 Laporan | 1 Laporan 100
pegawai serta operasional
kantor

Laporan Terlaksana

Persentase Realisasi : x 100%
Jumlah Laporan
Persentase Realisasi : € Leporen x 100% = 100%
6 Laporan

Untuk pembayaran gaji pegawai baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu

Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kalimantan Utara bisa dikatakan sudah

memenuhi target untuk menunjang peningkatan pelayanan administrasi

operasional kerja dengan pembayaran 12 bulan dan pada akhir tahun

ditargetkan dengan sebuah laporan pelaksanaannya. Dari pengukuran di

atas dengan 6 target untuk Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota

telah melaksanakan kewajibannya dengan total 6 Laporan.




B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Teknis Penyelenggaraan
Pengawasan Pemilu Bawaslu 2.372.075.000
Provinsi dan Kabupaten/Kota

Laporan Pengelolaan Administrasi
dan Manaje- men Penanganan

_ 424.800.000
Pelanggaran dan Penyele saian

Sengketa Proes

Laporan Pengelolaan Kehumasan
108.905.000

dan Data Informasi

2.242.433.177

358.779.018

96.829.000

94.53

84.46

88.91

Layanan Sarana dan Prasarana
175.000.000
Internal

Pagu

172.720.000

Realisasi

98.70

%




BAB IV
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait
dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun

2020, sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara tentang Pengawas Pemilu diselenggarakan dengan
baik, ukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar 100%
akan tetapi untuk realisasi anggaran hanya 79,93 % ini disebabkan
anggaran kegiatan kegiatan rakor yang direncanakan di hotel/gedung
dialihkan melalui zoom yang disebabkan pandemi covid - 19

2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
tahun 2020 telah efektif dan efisien.

3. Dalam pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan,
seluruh sasaran dapat dikatakan berhasil diwujudkan dengan baik.
Namun demikian, Bawaslu tetap memiliki komitmen untuk lebih
meningkatkan kinerjanya dalam pengawasan Pilkada .

4. Selain terdapat beberapa keberhasilan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi
Kalimantan Utara juga mendapatkan hambatan dengan adanya wabah
covid - 19 sehingga perencanaan kegiatan ada yang sedikit tertunda atau
jadwalnya di rubah dan disesuaikan dengan menjalankan protocol
kesehatan covid 19

5. Untuk pengadaan alat penanganan covid 19, bawaslu sudah berupaya
untuk mengfasilitasi pengawas baik dari tataran pengawas Provinsi,
Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pengawas TPS dalam

melaksanakan tugas pengawasan

B. SARAN.
1. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu,
Baik Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai ke bawah
guna menghadapi Pemilu ataupun Pilkada ke depannya.

2. Melakukan peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk

menunjang tugas dari penyelenggaraan pengawasan Pemilu.




C. RENCANA KEDEPAN
Adapun rencana kedepan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sebagai
berikut :

1.

Kedepannya Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara mempunyai rencana
untuk mengadakan/melaksanakan sebuah kegiatan dalam bentuk
podcast guna memberikan informasi dari narasumber ataupun
pemateri yang akan selalu di update sesuai dengan kebutuhan guna
memberikan wawasan mengenai pengawasan terutama tentang
kepemiluan

Melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
menunjang kegiatan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Kedepan

Melakukan optimalisasi sosialisasi kepemiluan melalui platfon digital

4. Optimalisasi Website serta media Sosial Bawaslu Provinsi Kalimantan

Utara dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Kalimantan Utara
Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas sumber daya manusia

di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara




LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Ketua

<2 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UNMUM

PROVINSI KALIMANTAN UTARA
lalun Jend Sudirman RT. 09 RW 03 Tanyung Selor 77212
Email - bawnslukaltara@gmail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SURYANI, SE.,M.Pd
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :ABHAN
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor,  Agustus 2020

Pihak Kedua,

ABHAN




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

’ No. Sasaran Strategis ( Indikator Sasaran Strategis Target

“ 1 | Meningkatnya kualitas

Persentase Penyelenggaraan Pengawasan

penyelenggaraan pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan

pemilu oleh Bawaslu Provinsi
dan Lembaga Pengawas Pemilu |

Kabupaten/Kota 100%

Ad-hoc | Persentase teknis pengawasan atas
penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu
\ Provinsi dan Kabupaten/Kota yang 100%
’ disesuaikan dengan regulasi ’
Program :

1.

Anggaran :
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Tanjung Selor, Agustus 2020

Badan Pengawas Pemilihan Umum -
Ketua, <

ABHAN

Rp. 19.491.148.000,-




2. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat

"2 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UMUN
Y PROVINS| KALIMANTAN UTARA
Julan Jend. Sudirman RT. 09 RW .03 Tanjung Selor 77212
Email - bawaslukaltar@gmail. com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Saiful Bahri, M.M
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Gunawan Suswantoro
Jabatan : Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Selor, Agustus 2020

Pihak Kedua Pihak Pertama,

Vs Jh

Dr. Gunawan Suswantoro Dr. H. Saiful Bahri, M.M.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No. Sasaran Strategis Indikator Sasaran Strategis Target
1 Meningkatnya kualitas Persentase penyelesaian pelayanan
penyelenggaraan pengawasan | administrasi dan tugas teknis lainnya
pemilu oleh Bawaslu Provinsi Bawaslu Provinsi dan 100%
dan Lembaga Pengawas Pemilu | Kabupaten/Kota
Ad-hoc
Persentase Penyelenggaraan Pengawasan
Pemilu serta Pengelolaan Dukungan
Administratif dan Operasional Panwaslu 100%
Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan,
Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri
Persentase pengadaan sarana dan 100%

prasarana sesuai kebutuhan

\ Persentase penyelesaian pelayanan

dukungan operasional kerja
|

- 3

100%

Kegiatan :

1. Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

Sekretaris Jendgral,

Dr. Gunawan Suswantoro

Anggaran :
Rp. 19.491.148.000,-

Tanjung Selor, Agustus 2020

Kepala Sekretariat

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

Dr. H. Saiful Bahri, M.M.




Form Pengukuran Kinerja

1. Persentase penyelenggaraan pengawas Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu Kabupaten/Kota

Kegiatan Terlaksana

y X 100%
Jumlah Kegiatan

Persentase Realisasi :

2. Persentase teknis pengawasan atas penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu
Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

Kegiatan Terlaksana
Jumlah Kegiatan

Persentase Realisasi : x 100%

3. Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Kegiatan Terlaksana
Jumlah Kegiatan

Persentase Realisasi : x 100%

4. Persentase penyelenggaraan pengawasan Pemilu serta pengelolaan
dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas
desa/kelurahan, pengawas TPS dan pengawas luar negeri

Laporan Terlaksana
Jumlah Laporan

Persentase Realisasi : x 100%

5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

Laporan Terlaksana
Jumlah Laporan

Persentase Realisasi : X 100%

6. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja

Laporan Terlaksana
Jumlah Laporan

Persentase Realisasi : x 100%




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYAMPAIAN DATA INFORMASI
BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TANGGAL REVISI
TANGGAL PENGESAHAN :
DISAHKAN OLEH : | KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
KALTARA
NAMA SOP : | PENYAMPAIN DATA INFORMASI

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

vk wnN

Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
public.

Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan informasi.
Undang-undang No.10 Tahun 2016 tentang pemiliha kepala daerah.
Undang-undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik.

Peraturan Bawaslu No.10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

Surat Edaran Bawaslu Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/111/2020
Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota.

1. Mengetahui proses pelayanan informasi dan penyampaian
informasi.




PELAKSANA MUTU BUKU
STAF
NO URAIAN KABBAG/ PEMEGANG KELENGKAPAN
KORDIV KASEK KASUBBAG DATA DAN PERALATAN WAKTU OUTPUT KETERANGAN
INFORMASI

Menyiapkan data dan Agenda kerja data Data dan | Staf Datin  Angie
1 | informasi, program dan MULA dan informasi 10 menit Informasi Indah Nur Adha

kegiatan

Meminta dan Melakukan

koordinasi atau konfirmasi

atas data yang ada terkait Data-data setia Data dan | Disesuaikan dengan
2 akurasi dan validasi <« -« <« divisi dan sekreta?iat 3 hari Informasi tahapan dan yang

berdasarkan tahapan dan non Tahapan

non tahapan

Pengelola mengklasifikasi v Data yang di peroleh

data perdivisi dan secretariat di cocokkan dalam
3 sesuai dengan aturan yang —> regulasi penyampain 10 menit Data dan i

dapat di publikasi informasi Informasi

Menyediakan dan Penyampain

menyajikan data publikasi Data informasi draft informasi
4 melalui cetakan atau website o 10 menit melalui PPID -

. : data publikasi

resmi informasi

Menyimpan semua file dan Lemari arsip dan Arsip kebutuhan | Plaksananya
5 hard copy sebagai data soft flash disk, Hardisk 10 menit Lembaga setiap | berulang-ulang

dan untuk
lembaga

kepentingan

saat




